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ABSTRAK

Jenis pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Masih terdapat permasalahan dalam cara penyelenggaraan layanan kesehatan dalam hal
kualitas. Misalnya saja, terdapat diskriminasi dalam pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS
Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rumah sakit
secara hukum berkewajiban untuk memperlakukan peserta BPJS Kesehatan yang
mengalami diskriminasi dalam pemberian layanan kesehatan. Dalam hal kualitas layanan
kesehatan, masih terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang tidak memberikan layanan
terbaik. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS mengamanatkan agar rumah sakit
mengikuti aturan dalam merawat pasien BPJS. Oleh karena itu, peserta BPJS mempunyai
hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, dan rumah sakit dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kerugian.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum yang
diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan pelayanan kesehatan
karena diskriminasi dan juga bagaimana pertanggungjawaban hukum rumah sakit dan
terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan
kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pasien BPJS, Rumah Sakit, penolakan pelayanan kesehatan.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belskang

Hak-bak dasar yang dinskmats masyarakat schagai warga negara dikenal sebagai hak
warpgs negara. Hak-bak ini bertampo pads lundasan kebebasan, demokrasi, dan keadilnn
sosisl. Hak-hak tersebut mencakup peclindungan dari bukum serta aspok Lehidupan hinnya,
Hak atas hidup dan keamansa pribadi, kebebasan berbicara dan berekspress, hak atas
kebebasan bempgama, bak atas pendichkan, bak aras keadilan, hek stss pekensan dan
pekerjaan, hak atas peslindungan privasi, bak atas kewargancgoraen, hak urviuk memilth dan
menggusakan hak tersebut, hak stas perlindungan hukum, dan hak atas pembendayaan
politik haryalsh beberapa dari hak-bak wergn negara yang dinkei secam fuss 3 hanyak
negam, termasuk indomesia. Hak yang sangat penting yang di miliki oleh wurga negam
adalah hak keschatan, Salah satu hak sosial yang paling penting adalah kemampuan unsek
memperoleh pelayminan keschstan, Hal im menunsekkon bak sehap oomng otss loysmmm
heschatan yang tctanghan dan berkusalbitg toggs Hak i mencakup beberapa hal, termsasuk
keamanan finansial, peclindungan finansial. peacegahan penyakit, akses terhadap infonmasi
keselatan, perlindmgan dari diskriminasi, periindungan privas medis, dan layaman
keseratan berkualtes inggr | Komponen penting dalam menjaga kasepahieraan dan kualnas
hidup individu adalsh okses mercks terhadap layunan keschatan. Sebogoi bagsan dan
kewaphen sosialsya, pemerintah berupays memastikan bahwe semus warga negama
mempanynt hak yang sctars don adil kepacds layassn keschatan Qi berbagas negarn.

Menumut UUD Negara Republik [ndooesia Tahun 1945, “Setiap orang hidep
sejstiiera lahir dan batin, mempunyad sempal tngeal dan lingkungan hidap yang baik dan
sehat, serta berhak memperoleh peluyanan kesehatan ™ Hal itu tertwang dalam Pasel 28 huruf
(b). Scusp omng berhak memperoleh pelayansn keschutan vang bask, lingkungan yasg
bersih, aman, tenteram, dan hidup sehat Misalaya, pendeduk di dacrah berpendapatan
rendah diberikan karu kesehatan, yang memben mereka akses terhacap layanas keschatn

" htpeiwaw. b drarm goad index. php rewn 202111701 64 B menyoal-pentingayn-bak st
Resetotan ol




dengen harga lebih tegangkau. Pembayaran premi asuransi keschatan  ditunankam
berdasarkan pengaturan i, meskipun tidak disalabgunakan. Lebih lanja, sehagamana
tercanium dslam Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945, “Negara bertanggung jawab memyediakan
fosilitas pelayanan peblik yung memadai don fasilitas perantara penghusbung SISN dengan
fasalitas pelavenan BPJS keschatan,” Meourut posal iersebul, segara harus menyodinken
pelaysuan public dan fasilitas kesehatan yang layak, adil. dan merata unhaik semua
kelompok, teruntuk masyaraket kurang mampu.’

UU Pemerintab Indonesia Nomoe 40 Tahun 1004 mesetapkan peraluran tentng
Sistem Jaminan Sesial Naswonal, Dalam rasgka menyelerggarakan jamian sosial unsek
pegawal negen sipd dan menjalanian peogram Janunmm Keschatan Masyarakal (Junskcsmas)
yang dibaayai pemenntah, yang bertupsea eniuk menjamin kescibieraan masyurakst
sehingga masyarskas tidak mampa dapat hidup sebat dan produkeif, maka didirikanlah PT
Askes (Pensero) sesusd dengam heinginan masyarakal. dengan UL SISN, Hal ini tertuang
baik dalam Pasal $2 maupun Pasal 3 avat (1) UU SISN. 21 bawah Ststem Jamaman Sosal
Nazdonal (SISN), sejumlah Badan Peoyebengzarn Jamninan Sosal (BP)S) bertanggung jawab
mengelola program juminan sosial. Ada tiga asas yang menjadi landasen SISN: keadilan
sosial bagi seluruh rakyart Indonesia, kemanfaatan bagi seturah rakym, dan kemanusisan,’

= Asas kemanusizen adalah 2525 yang mengutamsian martabal mupasia. Artinga,

setiap orang harus diperinkukan deagan hormat dan setara, wnpa memandang
perbedsan status sosial, kedudukan politik, suku, sgama, atau keyakisan,

Asas manfant adaleh asas yang meogutzmakan kemanjaran dan efisiensa ketika
nxecrzpkan tndakan jamines sosial. Yang dimana Hal ini berarti bahwa jaminan
sosial harus dilsksanakan secara efisien dan fokus, serts tidak membeang-busng
sizmber daya

- Asas keadilan sosial bagi selumh mkyat [ndonesza, dikatakan dalam penjelrsan

undang-unadimg tersebut, samun beberaps dokumen tidsk menjelaskan secara
panjang Jebar gagasan xicalis tersebut.

* Awth Eka Patn, Paaycheng garsas Jarsrem Sosial & Indoosen, Logickae [ndoreda Volume ¥ Nomaor 2,
2011, K. 240

! Mardisea, | (2025}, Prissip-Prizsip laminas Keschotan Nasonat Schush Tirgosan Yurids Sumsl Hukum
Koachatan N1), 25-32




Pada tanggal | Jarman 2014 berdiringn PT Askes (Persero) menjadi Badan
Penyelenggarn Jamican Kesehatan Soscal vieg dimanaSelurub program PT Askes (Persero)
vang mendukung mieraksi sosial dan menjalankan program Jamkesmas padas akhimya akan
dinlibian ke BPJS Keschatan. Hal mi dijelaskan dalam Ayat dalam Pasal 5 Usdang-Undang
Namoe 24 Tahun 2011 eniang Bedan Penyelenggars Jamunan Sosial

Baden Penyelenggara Jaminan Sosial, yang disingkat schagai BPJS Keschutan yang
dalam penelitian ini, memiliki poran wlama daksm memberikan Jaminan Kesebatan Nasional
(JEN) kepschs masysrakat Indonesia. [stilah “jaminan™ mersjuk pada jeminan kesehalan
sebagumana dimaksud dalam Pasal | angka | Perawram Hacan Penyelenggara Jamman
Sosnl Kesehatan Noemor | Tabum 2014 tentang Penyelenggaraan Jarminan Keschatan, Hal
ini memastikan peserta mencrima manfaat layanan keschatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebuban keschatan dasar yang diberikan kepads semua vang membayar Biaya
refribusi atw jursn tersebut ditanggung oleh pemerintihan yang bertanggung jawsh stas
bidang keschatan.

Feserta Jamkesmas menjads otoematis menenma bantuas juran BPJS Keschatan (PBI)
vang didanas olch turmn pemerintab scjak peogram int diperkenalkan. Banyak peserta
Jamkesmas awal yang masih menghadapi hambatan dalam mendapatken layanan kesehatan
karena mereka tdak mengerahul proses terkinl dalam program kesehatan naslonal resung
Jamiman kesebatan vang dijalanksn oleh BPIS Kesebatan. Selain flu, bamyak masyarakst
yang tidak menyadan bahwa dinnya termasuk dalam kutegon konsumen vang dilindungs
haknya. Sesuai Pasal 5 Peratureaa Badan Penyelenggara Janenan Sosaml Nomor | Tahun
2014, orang yang dianggap schagai Peserta Jamisan Kesehatan PBI sebagaimana dimakwad
dalam Pasal 4 huruf a adalah scbagai beriut: (2} orang yang dismggap miskin; dan (b)
indevidu yang ddak mampu. Mereka vang telah mendafinr dan membasar iun BIPS
Keszhatan Gangpap sebagai imgposa BPIS Kesehatan G Indonesia. Pekera Penerima Upsh
(PPU). Pekerja Bukan Penerima Upsh {PBPU), pekerja non-PPLU, pensiunan, anggota
keluanga, don peserta jaminan keschotan doerah termssuk dz antara peserta BPJS Keschatan
dalam hal ini. Estlah “Jamkesmas™ mengacu pada progrom Jaminan Keschotan Masyarakat,

* Ttald, hies 286




yang memberikan jaminmn keschatan kepadn masyurakas berpenghasilan rendab di
ledanesia.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Temtang Bodan Penyclenggara
Jamivan Sesial PPU (Penctinma Bantuas luran) dan PBPU (Peoenime Bantuao Peebiayaan
Pelayanan Kesehatan) merupakan dua kategori peserta program Jamkesmas. Kedua jenis ini
dijelaskan secars singkat di bawah ini:

= Peowrima Bantuan Juran st PPU adalah mdividu yang munerin bantasn dslam
melikukan pembayirsn program BPIS Kesehatan atsu Jaminan Keschalan
Nasional (JKN). Untuk membayar bayanya, mereka memperolch bammuan
keuangan, vaag meeungkinkan morcko menctima layansn keschalan vang lebeh
baik.

- PBPU (Penerima Bantwan Penclasaan Kesshaun)y Perosangan yang dibantu
pendanssn iniskatif terkait kesehatan danggap sebagai peserta PBPU. Mereka
tdak memberikan kootribusi seperti yang dilakakan anggoa PPL, namun mercka
berhak menenma taygangim keschatan yang didanar pemerioiah, Peserta PBI
(Peacrima Baatuan luran) adalah kategori yang berbeda dalam program JKN atau
BPJS Keschaan & Indonesia. Peserta PBI adalah mereks vang mendapatan
bantaan iuran sepencfmya 2tsu sehagsn untek mengikoti program JKN. Mereka
tercdin dan masyarakat miskin gy tidak mampe secarn ekonomi. Jadi, dalam
kooteks Jamkesmas, pescrta PB] adaluh salah satu kelompok peserta PPU yang
meeerima bastuon aan untuk mengikuti program JKN atas BPJS Keschatan,
Dengan demikian, peserta PBI termasedk dalam kelompok PPULY

Sebxgsi badan hukum yang bertanggung jawab meagelols Jaminan Keschatan
Nasional di Indonesin, HPJS Keschatan belam mencapal hasil terbatk dalam melaksanakan
progracnya. Misalnya saga diskriminas) yang wejad di Kota Medan techadop pasien BPJS,
Di Rumah Sakit Murmi Tegub Memoetal {(Moden), Flora Linda Wats Silitonga, pasien BPJS
Kesehatan, akom menjalant perawatan lukas bokar akibet lefakan tabung gas. Flors scompat
mendapat prasangka ketika pihak rumah sakit menolaknya dengan dalih kuota kepesertaan
BPJS sudah tercapal. Namun yung tidak disanghs adalsh pibak rumal sakit menberi by

" Murdiane I (2023) Hak-Hak Peserts Jursinus Keschatun Nodosal Seboah Tinjasen Yeridis Jamal
Hhakourn Kesehos, 2(1), 3540
* Perstiras Presides Nernor 28 Tubu 2018 enitang Sunleen Keschatan
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Flora untuk mendaftar sebagai pasien rawat inap begitu ia menyebutkan memiliki karu polis
asuransi Prudential, padahal nungas terschut sudah dnpat dinkses. Rumah sakie
menggusakian sistens Kuota untek mendstribusikan temgst lidur sty ruangan vang lersedia.
Hal imi menunjukken bahwa numsh salat mempanyai jumdeh teapat tidur atau ruangan
ey, Gan pumlah pasien yang boleh diterima sckalipus juga diavar, Pesting antuk ditags
habwa sisten kuota ini mungkin berdampak pada akses pasien serbadap laysen meds,
tenstama jika permintnas tershadap layanan melebihi kapasitas rumah sakit. Undang-Undang
Rumsh Sakil jugs biss jodi terkeil demgan kasus yang terjodi lerhadsp peserta BPIS
Kesehatan vang terjadi i rumah sakit. Undang-Undang Rumssh Sakit menjelssken hak-hak
pasien yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Seluruh pasien & remah sakit mempeaya hak
yang sama, baik prsicn yang xrpabung dalam BPJS Keschatan msupun pass<n umum,’

Darl penjelasan kasus di aas jelss bahwa telah tedadi pelasgganan peraturun
poruncdang-undangan, Dalam Xasus tersebul terjadi pelangganen terhadsp hak-hak pasien,
khusumya yang diater dalam Pasal 32 huruf ¢ Undang-Undang Humab Sakit. Konsep “tidak
ads disknmimas” menyatakun babwy individu yang mesecimo layunim tdak bolch
diperlakukan berbeda dengan peserta BPJS Keschatan maupan yang tidok. Rumah Sakit
hars mengwamakan kepentingan pasien dengan memenuhi standar pelayasan umah sakic
sehagaimana dirsksud dalam Pasal 29 ayat (F) hunal b UU Rurnash Sak® guna memberikan
prlayanan keschatua yong aman, bermusa, tidok diskriminanf, dan efektif kepadn sctinp
masyarakal, termssuk perorangan peserta BPJS Keschatan, Pasien vang terdaflur &i BRJS
Keschatan berhak mendapatien pelayanan keschatan sesaum dengan Pasal 47 Peraturan BPJS
Keschatan Nomor | Tahun 2014 tertang Penyelenggaraan Jaminan Keschamn. Sesuai Pasal
47 Peraturan Badan Penyclenggara Jaminan Scsial Nomoe | Tahun 2004 tentang
Penyelenggars Jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan melipuli pelayanin Xuratif,
rehabditatsf, dan peevennf eatuk memenubhi kebutahan dasar kesshatan. Memastikun setiap
peseri dan‘atsu angeota keluargs dapst memencli Kebutuban penghadupan yang laysk
merapakan tujuan BPJS, sesuzi dengan Pasal 3 Undang-Undeng Nomor 24 Tehun 2011
tentang Bacdan Peoyelenggars Jamran Sosinl, Yaog dimaksud dengan “kebutuhan pokok
hidup™ adalah "kebutwhan pokok setiap orang ueduk dapat hidup layak, demi terwujucinya

T Robenan H, Wati AK, Kumiswan A. Ireplerscntasd Pendafbean Onliac Pasicn Rawal Judes Borbeais Web Di
Puskesness. | Fergabdl Masy Teknol Dige Tadooss Univ Teknal Dight Infiones {dh STMIK AXAXOM )
20211414251,




kesejahteramn sosial hagi seluruh rakyat Indonesia® Dulam Perjelasan Pasal 3 Undang:
Undang Nomsaor 24 Tahan 2011 tereang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *

Tindakan penolakan dalam bidang keschatn dagat menguk pada berbagar sias di
mana seorang individu atau kelompok individu tidak dapst stau ticak diberikan 2kses ke
layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan. Int bisa disebabkan oleh berbags
alssan termasuk masalals administrasi, Xebijakan ramah sakit keterbstasm sumber daya, slau
Faknor-fakioe lain. Tindskan penolskan pelayvanan kesehatan yang dsk ssh dapet melanggar
hak asasi macsia idividu dan berdampak peganf pads keschatan masyarskx secarn
kescluruhan, Beberaps comioh tindakun penolakan pelaysoss dalum bedang keschutan yaitu
diskriminasi terhadap peserta program juminan keschastan, penolakan berdasarkan identatas
aau karskteristk individa, pesolskan peleyaran kesehamn pada kelompok rentan,
penolakim pelayiman darurs, peeolskan berdasarkan kemampuan membaya®

Untuk menyukseskan penyelenggarmsn program jaminan keschatan nssionsl, BPJS
Keschatan haras foloos pada bebempa hal. Upaya pelayanan keschatan adalah sejumlsh
Inisiatif, rencana, dan arshan yang dimaksuadhan unoek meningkstkan dan memelihaca
keselutan masyarskat umum den wangs negars. Mencegah penyakit dan mesawarkan
lzyanan medis berkualisas acalah dua nejuan vtama insiat:f keschatan, Sakabk saro komponen
dan inisiatif kesehatun ini melibatkan peayvedisan stal, sumber davy, dan infrastruktur yaag
memodai dan berkalsber tmgei. Beberapa jenas fasilitas keschatan yang disclenggarakan olch
masyarakat des pemerintah adalah rumak sakit.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoeesia Tahus 1945 dalam Pasal 34 Aym
1 mengatur hatwa negara bertugas menyediakan fasiltas pelayanan wmum dan keschatan
vang luyak. Ramah sakit diwajibkan oleh Passl 29 Ayal | Huruf F untuk menyelenggarakan
fungsi sosizl, antarn kun mebputi perumahan bagi pasien kurang mampu atau cocat,
pelayasan darurnt yang tdak mscoverhkan usng oveka, tunmgungsn ambolans gratis, bastosn

* Althaf Nowfinl Komero, S Rama Serrinar, Asep Hikin Zakinn Pementan Hik Pacan 1S dalam
Meodoporkar Pelayoren Arodissnnmnasi Db ghan doagan UL Rurseh Solsit
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hagi korban bencara alam, dan lain sehagainya kejadian luar bixsa atau biyanan sosial unosk
upaya harsuan. '

Dolcter dan perawat merapakan tenage keschatas yang paling sering internks: dengan
masyarakal Galam poasnganin peyvakin, Karcoa pemberan pelayanan keschstan merupakan
femgsi utama rumeh saki. Kemitraan antars ramah sakit, dokter, perawat, dan pasien, yamag
merupakan beberapa interaksi yang terlibat dalam inisiatif layanan keschatan ini '

Berdasarkan Istar belakang informsass yang sadab diberikmn di atas, maka penulis
skripa mi tertank wntuk mengumpalkan tulsan perelitian hukam yang mempuesyar judul:
“PERLINDUNGAN HUKUM BAG] PESERTA BADAN PENYELENGUARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN ATAS PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH
RUMAH SAKIT XARENA DISKRIMINASI

1.2 Rumusan Masalah

HBendasarkan latar helakang belakang deatas, maka pemilis menumsskan permasalshan
sehagal berdut

I.  Bsgammanskah pertanggungiawaban hukum rumah sakit dan terhadsp pasien
peserta HPJS Kesehatan yang mendapatkan disknmirass dalam pelayanan
kesehatan bordasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Teatang Rumah
Sakit?

2. Bagammana perlmdungan hukum bagt pesertn BPJS Keschatan yang mengalumi
kerugian akibat diskriminas dalam penolakan pelayanan keschatan oleh remah
saku?

L.L1  Pembatasan Masalah

Diskriminasi anlary pasien peseris BPIS Keselatan dun pasien umum menjadi fokas
penciitian ind karens dampaknya yang semakin menimgkat. Hal ua karena peasangka

" el e Reerde . 3 Ea 20111227/ Besnrbid =l Seeanl

"' §n l'ﬂ‘li'll'“lﬂ. Kododukan Husum Perawst Dalam Uprys Pelayanan Keahstan 11 Rurmeh Seskil, Kain
CGrafindo, Jakizta, 2006, blm 3.5




mungkin akan mempersalit masyarakat dalam menerima layanan keschatan, tentama bagi
kelompok marginal dan lemah.

13 Tujuan dam Manfast Penelitian

131 Adspun izjuan dan penelitizn ini sdalzh:

1. Mengesabwi tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada mnsritus
pelayanun kesehstan dan pesects BPJS Kesehatan yang mengaliami
diskriminasi dalam menenma pelayanan keschatan,

2. Mengesabun peclindungan bukum yang dibenkan kepada peserta BPIS
Keschatan yung meagalami diskriminasi akibal penolakan pelayaman
kesehatan,

1.3.2  Penelition im memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Penclitian ini diharapkan dapat memberikan kontribosi pemikiran baru
dalam pengembangan ilmo hukam, Khususnys & bidang pedindungsn
huum bagh peserta BPJS Kesetutn yasg mengalsmi penolikan
pelayanan kesehatam cleb cumah sakit,

2. Manfaxt Praktis
Peocliti berharap dapst memberikon informas: kepads pemeniotah,
pembust kebijakaa, rumab sakit, penyedia kyanan kesehatan, dan
masvarakat tentang perlindungan bukam bagl peserta BPJS Keschatun
alas penclskan pelayanun kesebatan oleh rumah sskit Penelitian ini
dibux dengan barmpan dapar meningkotkan pemahoman masyurakat
tentang hak-hak mwerekn Galam melindungs din dan diskriminasi Galam
pelaynnan keschatn, serta meningkatkan kesadamn masyaraiat testang
masslab disknmirass dalam pelayanan keschatan,

14 Jenks Penelitian

Penclitian yundis normatif atau pesclitien hukum merupakan pendekatan yeng
digumakan dafam penclitian imi. Inl melibatkan pencarian persturan dan lieratur yvang
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relevan dan menganabsis bahan pastaka atau data sokunder sebagai titik awal unnsk
peavelidikan masalsh yang diteliti. Penelitian ini mengkaji bagaimasa hukum melindungi
peserta BPJS Kesehalan yang menolak pelavasan kesehastan. Merupakan kajisn yuridss
narmatif. (ich karcna itu. sangat penting ustuk mengkasi skuntabilitss BPSS Keschatan atas
pesolakan angpots BPIS Keschatan serhadap layanan keschatan,

141 Samber Data

4 Sumber Duls Primer
Undang-Undeag Namar 36 Tahus 2009 seatang Keschatan,
Undang-Usndssg Nomor 44 Tahus 2009 satang Rumah Sekit
Undang-1ndasg Nomor 24 Tahun 2011 tertang Badan Penyelenggara
Jamsinan Sostal,
Undang-Undsag nomor #0 Tahua 2004 wotsng Ssstem Jeminan Sosial
Undang-Undang Nomoe 36 Tohun 2014 terdang Temaga Keschatan,
Poraturan Badan Penyclenggara Jaminan Sosaal Keschatan Nomor |
Tabum 2014 Tentang Penyelenggara Jamizan Keschatan.
Peraturan Presiden Nomar 12 Taben 2013

b Sunber Data Sekunder
Buku-buky, publikssi ilmizh, dan temman peoelitian  sebelummya
termasuk yang dalum bentuk elektronik atau anlinz yang relevan dangan
penelitian mi mecupakun bahan stkunder yang digenakan.

142 Metode Pendekatan

Pendekatan konseptual acalah pendekatan penelition hukum vang berfokas
packs analisis koesep-konsep hukem yang berkembang di dalam il hukum,
Pendekatan ine delokukan dengnn mempekyan pandangan-pandangan dan
dokirin-doktrin bukum yang berkembang terkail penclakan pelayanan
keschatan oleh rumah sakit karena diskriminasi, termasuk bak-hak peserta
BPJS Kesehalan dan tsnggung jawab rumah sakil, untuk menerukan ide-ide
yang melahirkan pengertian, korsep, dan pses hukum yang relevan dengen
184 vang dibadipt. Pemabaman tethadap parlsagan-pandangan dun doktrin-
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cdoktrin tersebut mengadh dasar bagi peocliti untek membangan argemen
hukum dalsm memecahian isu yang dihadapi. "

1.5 Sistematika Peaulisan

Sistematika penulisan pada penelitian mi disusun secara metodis dan sisiemalis
untuk memungkinkan observast yang jelas dan tercepanisir deagan baik, schmngga
menghastikan hasil observass yang dapat diandalkan. Sistem peoulisan yang dsgunakan
dalam penelitian im adaloh schagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab i berfungsi sehagm pendahuluan das mencakup topik-topik berikue: latar
belakang masalah, identifikasings, Xeterbatasan dan namusanays, lugoan dan kelebshannya,
metode penelgtiannyn, dan pambahasanmya secara sistemutis.

BAB Il BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
Sistem keschatan Indonesia, BPIS Keschatan, Jamisan Keschatan Naswonal, dan
peser BPJS kesebatan dibahis dalam bab ink

BABR Il PELAYANAN KESEHATAN, HAK-HAK PASIEN  BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Bab in membahas mengenai pelayanan keschamn, rumeh sakit, hak-hak pasien
hadan pervelengparaan Jamingn keschatan, yang diawall dengan konsep dasar yang berasal
dan kerangka konseptusl dan kerangka teori yang berisi tmjsuan umum dam peraturan
perunclang-undangan.

BAR IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN ATAS PENOLAKAN
PELAYANAN KESEHATAN OLEH RUMAH SAKIT KARENA DISKRIMINASI
Hab iné memberikan snalisis terhadap permasalaban penelitian, antara lain mengenal
kewagban hukem rmmah sekit terhadap pasien BPIJS Keschatan yang mengalami
disknminas: dalam pelayanan keschatam don perlindungnn hukem bagi peserta BRJS

' Joko Sabagye. Metods Pesclitian Dalam Tewri Das Prakoed (lehurne: Gressindu, 1593)
w




Keschatan yang mengalami kerugian akibat diskriminesi pelayanan keschatan atas tekaman
dari ramah sakit yang melzkukan diskorimenasi.

BABV PENUTUP

Bab mi merupaken bab tcrakhir dalem makalah peschitian ms, dan mencakep
rekomendasi dan kesimpulan, Peneliti mengurstkan spa yang dapst disimpulkan dalam
kesimpulun berdasarkan analisis dan peedebatan yang dixembangkan pada bab sebelumnya.
Berikut ind rekomendasi beropa suran Kepada pibak-pihak terksil yang sesumi dengan
kesimpulan yang telsh disebotkan,
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